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B. Abstrak

Bandar Udara Ketaping vang sekarang dikenal dengan ngma Bandar Uidara
Internasional Minangkabau (untuk selanjutnya disebut BIM)  merupakan kawasan
andalan schagaimana vang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Propins: Sumbar dan Perda Kabupaten Padang Panaman tentieng Rewcana Detasd Tata
lRuang Kawasan Handars Kelaping (Perda Nomor 7 Tabun 2001 dergan kegiatan
utama perbubopgan, partwisata, pernduestrian, dan perdagangan . Undang 1indang
Nomor 23 Tabun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLE), secara tegas
menvatskan bahwa dalam kaitan dengan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan
lingkungan dalam upsya menangani dampak besar dan penting dan suatu kegiatan
pembangunan

Prosedur penerapan AMDAL Bandar Udara Ketaping dalam pelaksunaanva
secara proseduralnya belum sepenuhnya diterapkan seguai demmn aturEw yang
berlaku ( Pasal 14 s 23 PP Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL). Tetaps bila
kita lihat secam kronologis proses penerapan AMDAL Bandar [Idam Ketapmng dapal
disimpulkan bahwa penerapan AMDAL proyek i bersifal kasuistik  fowse).
Kepapalan penerapan prosedur AMDAL  dalam  pembangunan Bandar Uldara
Fctaping i ternvata difatar belakangi oleh beberapa sehab vaitu fukior weknis sepert
fidak tezasnva alwran mengenal AMDAL im, lemahnya kekuatan institusi yane diber
wewenang dalam menila dan mensahkan dokumen AMDAL. ketersediaan date vang
kurang lengkap dart pemrakarsa serta adanya intenvenss dari faktor non vuridis, vaitu
faktor ehonemi dan faktor politk.

Peranserta masvarakat dalam Proses AMDAL Bandar Udara Ketaping.
dalam pelaksanaanmya sudah diterapkan oleh pemrakarsa dalam bentuk kepmatan
Spsialicasi AMDAL Bandar Udam Ketaping, yang chadakan peda saat Koatmuks
sedany dilaksanakan. vang scharusnya peranserta masyarakal dalam proses AMDAL
menune peraturan adalah sebelum kontreksi dilaksanakan.

ey wordy - AMDAL

C. Latar Belakang

Ungdang Undang Momor 23 Takun 1997 tentang Pengelotan Lingkimgan
Hidup (PLH), secara feges menvatakan bahwa datam kailzn denpan pembangunan
perlu difakukan pengelolaan Hrgkungan dalam upaya memnangant dampak besar dan
penting dari suatu kegiatan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan Bandar Udara



Ketaping ini. sangat nyata akan herdampak penting dan besar karena provek am
memmbulkan  perubahan  yang  sangat mendasar  vang diakibatkan kegatan
pembangunan tersebut, Untuk mengantisipasi hal mw maks sangat penting sekall sejak
dini disiapkan langhah untuk menangaulang dumpak nematil dan mengembangkan
dampak positifoya.

Peovek  pembangunan  Bandar Lidarp Wetaping  penguasasn  dan
himbingannya berade  di bawah hewenangan pemerintah pusat. karena skalanva
bersifat reptonal, nasional dan internasional, sudah selayaknya masalah pengelolaan
lingkungan  menjadi suatu hal wapb dan penting untuk duntegrasikan ke datam
roses perencanian pembangunannya. Salah saty alat perlindungan dan pelestartan
lingkungan dalam rencana pembangunan acdalah keharusan untuk mermliki Analisis
Mengenal Dampak Linghungan (AMDAL} vaitu salah saly instrumen kebipaksanaan
lingkungan hidup vang bersifat pencegahan teradap pencernaran dan kerusakan
lingkunaan dan merupakan hagian dan proses perETCAnEN kegiptzn yang menjadi
pangkal tolak bag prases pengamthilan kepulusan lentang penyelenpparaan usaha
dan ¢ atau kegiatan.

Tuuan AMDAL adalah untuk menjamin agar kondisi hoghungan etap
berada pada suaty derjal muie lerienty sekalipun pembangunan  dilaksanakan.
AMDAL merupakan svaral  uniuk memperoleh  1zin wsaha kegiatan vany
menimbutkan dampak besar dap penting secara lops dinyaakan UL} PLH dan
Peraiuran Pelaksapaan (PP} AMDAL. Kewajiban untuk memilike AMDAL bag
kepiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting dinyatakan dalam Pasal 13
aval {1) ULl PLH, yang herbunvi @ “Seliap rencana usaha danatau Legiatan yang
kemungkinan dapat menimbulian dampak besar dan penting terhadap hngkungan
hidup, wajib memifiki analisis mengenai dampak hingkungan hadup”.

AMDAL merupakan svaral untuk memperoleh izin usaha | kematan
dinyatakan datam Pasal 7 ayat (1} PP Momnor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, yang
berbunyl sebapan berikul | “AMDAL merupakan svarat vang harus dipenuhi untuk
mendapatkan izin melakukun usaha dan [ atan kepiatan vang diterbitkan oleh pejabat
vang berwenang.” Yang dimaksudian dengan dampak besar dan penting dinyatakan
dalam Pasal | angka 2 PP No. 27 Tahun 1999 (eniang AMDAL yaiw - © Dampak
hesar dan penting adalah perubaban lingkungan hidup vang sangat mendasar yang
diakihatkan oleh suaty usaha dan/atan kegiatan " Kritersa dampak besar dan penling
diatur Pasal S ayat (1) PP No, 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, vaitu

“Kriteriz mengenai dampak besar dan penting suatu usahz danatau kegatan

terhadap lingkungan antara lan |

a. jumlah manusia vang akan terkena dampak,

. luas wilayah persebaran dampak;

¢ intensitas dan lamanva dampak berlangsung;

| Sier Sundan Rangken, Edisi kedua, D00, Buikue Fisnrkangert v Kebijodennag Linghungan
Sepstonal, Adrtangea Unbversity Press, Surabava, hal 127
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J. banvaknyva komponen ngkungan fainnys vang rerkena dampak:

e sifat komulatf dampak,

[ herbalik freversibie) atau tidak berbalik frreversibler dampak.

Pengelolaan Provek P2TU (Proyek Pengembangan Pelayanana Transporiasi
Uidaray Sumbar, bersifal sektoral, di mana pendanaan dan pengelolaannya dilabukan
oleh pemerintab pusat, karena hu scharusnvalah masalah-masalab yang timbyl
menjadi anggung jawab departemen yang membawalin bidang tersebut, vailu dalam
hat ini adatzh Preparcmen Perhubangan. Oleh karena o kewsjiban pembuatan
AMDAL dalam bidang perhubungan harus mengacu kepada beputusan Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) MNomor 9 Tahun 2000
tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Linghungan

Rerdasarkan urmian di atas, dapnt dikatakan bahwa memilike AMDAL
adalzh suaty keharusan dalam pembangunan yang diintegrasikan dalam perencanaan
provek pembangunan, Hal ini dilakukan untuk menpgantisipasi kemungekinan dampak
negatif terhadap lingkungan. Apalagt menyanghut berbagai aspek kehidupan manusia
(teknologi, perhubungan, panwisata, perdagangan, kebijaksanaan pemenntah. duas
hubum lingkungan) seperti provek pembangunan Handar Udara Ketaping, yang jclas
sekali akan mempunvai dampak vang penting dan besar terhadap nghungan hidag di
sekitar kawasan pembangunan terscbul Apabila penerapan atusan hukwn terschboal
lidak dilaksanakan, tentu saja hal fu melanggar ketentuan perundang-undangan
linpkungan hidup, vamg juga berakibal pada penurunan meu lingkungan. Peranan
instansi yang berwenang membenikan keputusan lenfang proses analizis mengsnal
dampak lingkungan sudah jefas sangai penting. Keputusan vang diambal aparatie
dalam prosedur administrast yang ditempuh pemrakarsa sifatya sangai meneniukan
terhadap muiu lingkungan, karena AMDAL berfungst sebaga instrumen pencesahan
pencemaran /- kerusakan hnghungan.

Pengkajisn secara cermal atas AMDAL wniuk mega provek i mutlak
sckali, karena adanva perubshan vang mendasar vaitu adanya peruhahsn fungs: lahan
vang  dulunva sebelum adanya proyek ini, kawasan Ketaping i adaiab KawzisEm
resapan air, dan setelah adanva pembangunan mega provek i, fungsi lahan berubah
menjadi landasan pacu pesawat, vang lentu saja hai 1y akan membern dampak yang
besar dan penting bagi lingkungan sckitar kawasan proyek imi, terutama sekah vang
akan merasakan akibatnya adalab masyarakal & sekitar kawasan provek, kasena daya
dukung lingkunpannya otomatis akan fergangzu dan berkurang. Dhsamping 1,
Proyek P2TE mi termasuk jenis usaha dan/alaw kegiatan yang wajib dilengkapi
dengan AMIZAL, seperts diatur dalam Keputosan Menten Negara Lingkunean Hidup
WNo. 17 Tahun 2001, Berdasarkan hal terschut i atas, maka penerapan AMDAL
dalam pembanpunan Bandar Udara Ketaping  sangal penting sekali  untuk
menganlisipasi dampak negatif yang akan dmmbulkannya karena perubahan fungs)
lahan tersebut. Bila penerapan AMDAL ini tidak diterapkan scbapanmana yang Letah
ditctapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka tuuan pembangunan megd
provek ini akan bertolak belakang, dari semula untuk meningkatkan perckonomiar



dan kesejahtersan masyarakat, proyek ini berubah menjadi membuat kesengsaman
bapi masyarakat di sekitar Kawasan provek,

. Permasalahan
Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka permiasalahan aveg periu
dihahas dan diteliti adaiah -
| Bagaimanakah penerapan AMDAL dalam pembangunan Bandar Uidara
ketaping ditingan dari sudut yundis
2. Bagaimanekah peran  scrta masyarakat dalam  proses  pRnorEpan
AMDAL dalam pembangunan Bandar Udars Ketaping

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penehitian secara khusus adalah sebagar benkut
| Untuk menpetahui penerapan AMDAL dalam pembangunan Bandar
Udara Ketaping ditinjau dari sudut yundis.
2. Untuk mengetahui peranserta masyvarakal dalam proses  penérapan
AMDAL dalam pembangunan Bandar Udara Ketaping.
Manfaat vang diharapkan dari penelinan im adalah :
1, Manfaat ilmiah

vaitw hasil peneliban imi sebagai baban mformas: bagi akademisi

maupun sebagal bahan perbandingan bagi para penclitr lainnva yang

hendak melaksanakan penelitian fanjutan, dalam penerapan hukumn
mengenat AMDAL  dalam pembangunan infrastrukiur  khasusnyva

Proyek Pengembangan Pelayanan Transporiasi Udaraiv2TU).

Nanfaat praktis, yaitu hasil penelitian dapat menjadi bahan masykan

baei pengelolaan Lingkungan Hidup {LH) oleh dua pihak yaitu

2 Bapi prhak pengembang dan pemrakarsa kegsiaian.

b, Bapi Pemerintah Daerah Propmse maupun Pemda Kabupaten
Pariaman, memberikan input dalam pelaksansan fungsy sehaga
pengawas dan pengendalion dampak linghungan dan menczakkan
aturan-aturan hukum limgkungan.

[

F. Tinjauan Pustaka

AMITAL merupakan prosedur vang mensyarwlkan agar nihak pengembang
dan pemenintah  sepenuhnya mempertiimbangkan dan mengintemalisasthan
imemasukkan sebagai bagian duri keseluruban biaya usaba) hiava-biava vang timbul
karena berlangsungnya  sebuah kewatan, serta meletakkan heban kepada mhak
pengembang  untuk  membukikan kegbsahan  wsulan  kegintan  schagmimana
dikemukakan oleh Emond © Hal ini berarti bahwa setiap pemrakars kegiatan vang
herdampak pentingg terhadap linghkungan harus meneinternalisasikan semua baya

2 Takdir Rahmadi, 2003, Rakan Pengelodam Bulon Berbahaya Pran Berevna, Airlanggn Universiey,
Burabizva, i 1E
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vang mungkin timbul Karena adanva kegiatan dan membuktikan behwa scmua
pencepahan dan penanggulangan dampak vang mercha rencanakan dapat berfungst
secara efektif Ketentuan tersebut berkaitan emt dengan konsep wang discbul
“pencegahan pencemanan menguntungkan” ¢Peffurion Prevemtoon Fuys).

AMDAL merupakan teknologi pembuatan perencanaan dan keputusan yang
herasal dari Barat, nesara industri vang demokratis dengan kondis budava dar sosal
vang berbeds, sehingga ketika program lersebut diterapkan di pepara berkemibang
dengan kondisi budaya dan sostopolitik berbeda, kesulitanpun muncul Intsian
prapram dan kebnjakan lingkungan di Indonesia sangal bersifal “fop doen” oleh
pemerintah sendiri. Menurut Rogue dalam Bovie ( 1998), inistatd “rop down ™ terscbul
mmcul bukan karena adanya kebutuhan penganalizaan dempak tetapi sebapai
anupapan terhadap perkembangan Barad. Tekanan perkembangan  Barat untuk
menangeapi masalah lingkungan terutama melal Lonirensi ingkengan imermasional
di Stockholm tahun 1972 dan Rio tahun 1992, Berbeds dengan di negara Baral,
program dan kebijakan lingkungan dibuat karena adanya kehutuhan masyarakat.
sehingea inisialifiya bersifat “boteom up™,

Penerapan AMDAL di Indonesia tidak semudsh di negara Barat Karena
kondisi masvarakat yang berbeda, Walaupun banvak 1su Lingkungan dalam agenda
sosial. tetapi isu tersebut masih diangeap kurang penting. Menuni Maoreira, Rogue,
dan Grindle dalam Boyle {1998) kemiskinan, buta hurufl kwrargnya informas,
sangat berkuasanya elit politik dan ckonomy, merupakan faktor adanya situast
tersebul”

Hasil penehtian lain dan hasil evaluast dan EMDI {1991y dan Doberstein
(1992)," vang menvimpuikan babwa proses AMDAL & Indonesia memiliki beberapa
kelemahan, Pertame. AMDAL belum sepenuhnya terimegras dalam proses peniziman
sty rencana kepiatan pembangunan, schingps tidak terdapal kejelasan apakah
AMDAL dapat dipakai uniuk menolskh atay menyelgul satu rencind kegigtan
pernbangunan. Aedi, proses partisipasi masvarakat belum sepenuhnya eptimal.
Selama ini Lembaga Swadava Masvarakat (LSM) telab dilibatkan dalam sidang-
sidang Fomisi AMDAL, akan tetap suaranya belum sepenubma diterima di dalam
proses pengambilan keputusan. Aefize, terdapatnya berbagai kelemahan & dalam
penerapan  stude-siudi - AMDAL, Keempal, masib  lemahnya e lnda-metoda
penyvusuman AMDAL . Khususnya aspek “sosial budava”, schingea hanyak kegiatan-
kepiatan pembangunan vang implikasi sosial budavanya penting, korang mendapat
kajian vang scksama.

Penaatan dalam Bukum lingkungan dapat diartikan sebagat penerapan
sepenuhmya persyaratun-persyaratan lingkungan. Penaatan dapat dikatakan tercapa
apahila semua persyvaratan Tinghunsgan terpenuhi atau tertaksana obeh subjek hukom
lingkunpan, Dalam konteks penaatan hukum lingkungan, perancangan persyarmtan

* it kol 430
*ihid hal 431
i | hal 200



lingkungan menjadi sangat signifikan karena persvaratan hingkungan  mempengarn
keberhasilan  program  pengelolaan  lingkungan.  Persvaratan fingkungan  vang
dicancang  denpan baik akan memboat penzatan dapat mencapar  hasil vang
ditnginkan. Oleh karena ilu, Pemenntab harus memikirkan pendekatan-pendekatan
penastan feomplance approaches) yang akurat dan sesvai dengan kebutuhan keadaan
apar dapat mencaps permatan vang efektif dan efisien . i

PP tepang AMDAL di Indoresia, telah mengalami tiga kalt q'h:n.rhaha.n'
Perangkat hukum vang pertama, adalah PP Nomor 29 Tahun 1986 n:man" ARiDAL
Perangkat hukum vang kedua adalah PP Nomaor 51 Tahun 19937, dan peranukat
hukum vang ketiga PP Nomaor 27 Tahun 1999 7, vang berlaku scjak L']n::s-emh:_r tahun
2000 hinega sekarane. Perbedaan vang penting adalah tentang kedudukan Komis
AMDAL Pusst Jika berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 1993, Komist AMBDAL Pusal
berkedudukan di tiap Instansi Pemerintah vang berwenang mengeluarkan izn. maka
herdasarkan PP Nomor 27 tohun 1999 Komist AMDAL Pusat berkedudukan &
RAPEDAL. Dan sekarang BAPEDAL sudah difmtegrasikan ke dalam hemenieran
Lingkungan Hidup (KLH), dengan keluarnya Keputusan Presiden (REPRES) Nemor
T Tabun 2002 Dalam rangka mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dar
suatu fasilitas, ULl PLH dar PP MNo.27 Tahun 1999 | mewajbkan pembuatan
Kerangka Acuan Analiss Dampak Lingkungan (KA-ANDALY Anahisis Dampak
Lingkungan (ANDAL). Rencana Pengetolasn Lingkunpan (RKL} dam Rencana
Pemantauan Linghkungan (RPL) atau Upave Pergelolaan Lingkungan (UXL) dan
Upava Pemantzuan  Lingkungan (UPLYL  Langkah-langkah  pencegaban  dan
pengendalian peneamarn dan kerusakan bnghungan  vanz  dimuat dalam
dokumen  RKL  harus :J|_;|.|.L'J|Lan persyaratan-persvaratan lingkengan vang
dimtegrasikan ke dalam izin.'

Konsep pengelolaan lingkungan berdasarkan UUPLEH pada  dasarmya
merupakan  kewenangan  pemenntab  pusal, tetapi  pemeristah  pusat  dapatl
menverabkan kepada Pemermtah Daerah (Pemda) melalur tugas perbantuan dan
desentralisasi (Pasal 12 avat {1} b, dan Pasal (3 avat {1} UUPLEL  Selain it
kewenanpan Pemda Propinsi juga dapat mengacu pads Undang Undang No 22
Tahun 1999 tentans Pemerintah Daerah. Pergetasan Pasal 9 ayat (13 UL No.22 Tahun
1959 antara lain menvebutkan, bahwa salah satu kewenangan bidang pemerinizham
T apkinda Husin, Possfokatan Fenoon 00 sapliaece Approaches ¢ Dilaar Hikim L ingrkavasn,

ikalah Hubune Lingkunean, hal |
' Takdir Rahmadi, 2063, ap oy, hal 72
' Peraturan Pemerintah Mo 29 Tahun 1986 tenrang AMDAY, Lemberrnr Nepara Hepubfik feofomsi
Finfanns PR Newnor 42
 Perpturan Permezinah Mo 31 Tabhun 1993 rentang AMDAL, Lembarmer Negara Republik fodomei
Fevianrr PR3 Moo 54
W peraturan Pemerivah Moo 27 Tahun 1999 wentang AMDAL, Lembaran Negore Hepublit Dndoesia
Fafnin 3295, Nowmor 59
"' Lihat Pasal [8 (3] UL} PLH, Lihat juga Pasal 7 {3) Perazeran Pemermian Mo, 27 Tahun 1999, entany
ANTIAL



tertenty vang merupakan kewenangan Propinsi adalah pengendsise ke
bidup.

Penjabaran tentanp kewenangan Pemda Propmst di bidang (mgeoeness
hidup dapat dilihat dalam Pasal 3 PP No. 23 Tahun 2000 tentany kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinst schagai Daerah Otonom, Ketentuan Pasal 3
angka 16 PP No. 25 Tahun 2000 menpuratkan kewenamgan Pemda Propinsi ditadang
lingkungan hidup diantaranya  adalah kewenangan pentlaian  AMDAL  vang
dampaknya dirasakan oleh masvarakat lebih dari saty Kabupaten dan kota.

Berdasarkan KEPRES No. 77 Tabun 1994, tiap Pemda Propinsi dan Pemda
Kabupaten atau Kota dapat membentuk BAPEDAL Daerzh {selerusmyva disinghat
BAPEDALDAY Y . BAPEDALDA Propinsi merupakan perangkat dacrah yang
bertugas  membanty Gubernur  dalam  melakuken  pembinaan dan  keordinasi
pelaksanaan pengendalian dampak lingkunpan ofch BAPEDALDA-BAPEDALDA
Propinsi < wilavah Propinsi yang  bersangkutan Y BAPEDALIDA  Propims:
menjatankan fungs pelaksanaan atau operasional pengendalian dampak hingkungant
BAPEDALDA Kabupaten atau Kota merupakan peranghkat dacrah yang bertugas
membanty Bupati  atws Walikota  dalam pefaksanaan pengendalian  dampak
lingkungan di wilavah dacrah vang bessangkutan. "' BAPEDALDA Propinsi dan
BAPEDALDA Kabupaten atas Kota merupakan aparat vang berada dibaveah stroktur
Departemen Dalam Negeri. Dengan demikian, BAPEDALDA Propins: tunduk dan
berada dibawah Gubernur vang bersangkutan, serta BAPEDALIDA Kabupaten dan
Kota tunduk dan berada dibawah Bupali [ Waliketa vang bersangkutan.

G Metode Penelitian

L. Tipe Penelitian

Tipe penelittan ini adaiah penelittan hukum yundis sosiologes yang terutama
ditakukan dengan mengkajl peraturan-peraturan vang terkait dan mesganalisis
penerapan hukum khususova ketentuan AMDAL dan menghubunghannya denpsan
kenyataan vang terjadi di lapangan,

2. Metode, Teknik Penpumpulan Data dan Instramen
Sebapal metode atau teknik pengumpulan data o lapangan, peneli
mengeunakan metode sebaps berikut ©

. Studi dokumen
1 Wawancara ferferview) IeIRIMpInN
3. Kuesioner

'* Pasal 27 ayat (1} Kepres Mo, 77 Tahun 1994

* Pasal 27 ayat (3} Bepres Moo 77 Tahun 1954



3. Sumber Data

. Data Primer
Data primer merupakan sumber duta yang diperoleh secara langsung dan
lapanpan.

I

Diata sekunder terder darn
4} Bahan hukum primes, vaitu mempelagan peraturan perundang-umiangan
tentang penpslolaan linghungan hidup, juga peraiuran pelaksanagnnya
vang terkai dan mengenar AMDAL.
by Bahan hukum sekonder, yaitu mempelajar berbagai lieratur {buks,
makalah, jurnal. vang berkaitan dengan cbjek penelitian

4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Adapun yang menjadi populasi di dalam penelman im adalah penduduk
vang berdomisili di sekatar kawasan provek Bandar Uidara Ketaping, vaitu masyarakat
vang berada di Nagan ketapmg, Masvarakat di Nagari Ketaping tersebul adalah
masvarakat vang terkena dampak langsung akibat pembangunan Bandar Udara
Ketaping.

5. Analisis Data

Pola analisis data dalam penelitian ini didasarkan pada metode kuantitabl
dan kualitatif Data vang didapat di lapangan (data primer) melalui wawancara
cinferview) dan kuesioner dikumpuikan, dan diedt wntuk menghindan adanva
kemungkinan pengisian jawaban kuesioner vang kurang lengkap, salah atay keliru
yvang mantinya akan menimbulkan keragu-raguan, Setelah diedit, diklasshkasikan
menurut jenisnya ke dalam Tabel frekwensi Drengan tabel Frekwensi diperoleh data
kuantitatif dalam bertuk persentasc,

. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Penerapan Prosedur AMDAL Dalam Pembangunan
Bandar Udara Ketaping Ditinjau Dari Sudt Yuridis i
Kronologis AMDAL Bandar Udara Ketaping adalah sebagai berikul cid
o Rencana Pembanpunan  Bandar  Udara  Keaping diawali  dengan
Penvusunan Studi Kelayekan Bandar Udara Ketaping tahun 1987,
b, Swdi Kelayakan Bandar Udara ketaping ditindak banjuti oleh Dhrekiort
Jendral Perhubunpan, DEPHUB dengan penyusunan Remcana Teknis
Terinci (Pt Frespr Bandar Udara Ketaping tahun 1988 Setelah 1lu
disusun AMDAL Bandar Udara Ketaping tahun 19490,

 Guritog, Staf Seksi Tain Kawdsan Ssb Dit Teta [tandara [hrebrorar Telni Bandar Udara
{Sckretaris Tem Pengarah dan Kelompok Pendampang Pekeryaan PenyusenanAudi Pengefiolzas
dan Pemantazan Lingkungan Hidup Bandar Udary Ketaping), D¥rjen Perfubungan Udang
Departemen Perhubungan Lidara

b



o Swudi AMDAL Bandar Udara Ketaping, yang disusun pada tahun 1990,
olch Diren Perhubungan Udard, DEPHUB, yang penvusunannyi
diserahkan  kepada  konsultan PT. Dacrea Avia, telah  mendapat
penpesahan dar Komist AMBAL Pusat Sekior Perhubungan. [Hal
dibuktikan dengan Surat Kepwtusan  Mesen Perhubungan  Nomor
1149/ T 505 SK 1990,

d  Setelah 3 tahun pengesaban dokunen AMDAL Randar Udara Ketaping,
kewgiatan aperasional (kontruksi) perabangunan Bandar Lidara Ketamng
belum jupa dilaksanakan, dikarenakun masalali anggarannya  belum
terealisasi, sehingea dats vang dihasilkan dokumen terschut diangezap
iidak valid lagi. Hal itu sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 51 Tahun 1993
tentang AMDAL. yang menvatakan bahwa jatuh tempe dokumen
AMIIAL adalah selama 3 tahun. Sclain alasan ketemuun PP 51 Tahun
|903  jersebut.  phak  Ehrjen  Perhubengan ildara. Depareinen
Perhubungan  harus  menyusun kembalt Studi ANDAL vang telah
disvahkan tersebut karena adanya perubahan rencana kegatan ( fevicw
on Proviaus Detad Pesign ) oleh PT. Dacrea Avia & PT. Senmppar Muha
jahun 1998 schingga  Dirjen  Perhubungan Lidara smelaksanakan
pengkajian  wlang freview). Sludi AMDAL tahum 1999w, iclah
dilengkapi dengan RKI. dan RPL, dan dievaluasi serta dibahas oleh
Komisi AMDAL Pusar Sektor Perhubungan dengan acuan PP MNo. 51
‘Tahun 1993 Tentang AMIZAL.

e Tanggal 22 Oktober 1999 dilakukan pembahasan & tinghat komst
Amdal Pusat Sektor Perhubumgan Departemwn Perbubungan sang
diketuai oleh Bapak Abdul Razak Manan dar DEPHUR, Sekretans dan
DEPHUB vaitlu Bapak Tjuk Sukardiman, Wakil dari Menatn Negara
Lingkungan Hidup (MENEG LH), Bapak Henk Uktoscyae, dan Pakar
Pechubungan vaity Bapak Pryino Subandi, dan Bapak Ja'Aro Harels
Disamping angeota tetap sepert \ersehut diatas. juge ada snggota bdak
tetap vaite dari Kamor Wilayah (Kanwil) Departemen Perhubungan
Propinsi Sumatera Barat yaiiu Bapak Martunus Said, dari BAPPEDA Tk
11 Padang Pariaman, diwaki olch Bapak Zachrizal. dan Provek
Pengembangan Fasiiis Randara Ditjen Perhubungan Udara vaily Bapak
Bintang Hidavat sena wakil dari konsultan PT. Indemeco vaitu Bapak
Susile Sutrisno. Hasil pembahiesan tersehul menyatakan bahwa Review
Seudi AMDAL tersebut harus  diperbaiki

£ Sebelum Review S AMDAL Bandar Udara Fetaping lahun 1999
mendapat  pengesahan  darte Ketua Komisi AMDAL Pusal Sektor
Perhubungan (Menteri Perhubungan) terjadi perubahan keaksansan
vaity perubakan PP ientang AMDAL vaitu dengan herlakunya PP Maomar
27 Tahun 1999 Tentang AMDAL, sebagal penggant PP Momor 51
Tahun 1993 Tentanz AMDAL, vang antara lain menstapkan  Komisi
AMDAL Depariemen Teknis dibubarkan dan kewenangan pengesahan
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lerbadap  Studi AMDAL Bandar Udara Ketaping ditetapkan oleh
BAPEDAL DPusat. PP Nomor 27 Tahun 1999 tersebat mular berlako
efekial 18 bulan sgjak tmogeal diundanekan (Pasal 42 PP 27 Tahun 1999)
dimana tanggal dsandangkan adalah tanggal 7 Me1 1999, schinggs tanggal
berlaku efekiil PP Nomor 27 Tahun 1999 gersebut adalab tanggal 7
MNovember tahun 2G00.
Sampai dengan lanegal 7 Mer 2001 batas akhir untuk penvelesalan
pembahasan Studi AMDAL Bandar Udara Ketping & Komist Pusat
Sektor Perhebungan, proses persetujuan dan pengesahan S2udi AMDAL
Bandar Udama Ketaping belum juea sclesm oleh Romis Pusst Sekior
Perbubunan,
Pada tangeal H0 Desember 2000 dengan Surat Nomor LT, 506:/2/1 5/ PHI3-
20010 Sekretaris Jenderal Drepariemen Perhubungan menverghkan hasil
perbarkan Studt AMDPAL Bandar Lidara Bare Ketaping kepadas Kepala
BAPPEDAL Pusat Kantor Menten MNegara Lingkungan Hidup untuk
dapat ditetapkan dan disahikan MENEG LH
Tanggal 13 Maret 2002 dengan surat Nomor B-436/Dkep [V/LHAIZZ2002
BAPPEDAL Pusal menanguam sural Sekretans Jenderal Depanemen
Perhubungan dan KLY menvatakan bahwa pengesabhan penclapsn
dokumen AMIDAL Bandar Lidara Kelaping masih menjadi kewenangan
Komisi Pusat Sckter Perhubungan DEPHUB. Keterlambatan proses
perbaikan dokemen oleh pihak penvusun review  dokumen AMIDAL
Bandar Udara Ketaping. Atas dasar hal e, pihak kLHmenawarkan 2
alternant vaitu
Iy Penciapan kelavakan hingkungan pembangunan Baadar Udars
Kewaping tetap oleh Menten Perhubungan dengan memperhatikan
dan menvempursakan berbamu Kekurungan
2} Mengulzng kembali proses penilaian oleh Komisi Penitan AMDAL
Pusat di KLH denean melampirkan  sefuruh  dofumen vang
beskaman dengan proses pentlaian AMDAL oleh Komisi AMDAL
Pusat Scktor Ferhubungan, DEPHUB selama sm, Dan 2 aliernaiif
tersebut, RDEPHUB memilih alternauf periama yanwe penetapan
persesahan studi AMDATL tetap oleh DEPHUB dengan melenghkapt
kekurangan dan saran dan KLH.
Pada bulan April 2002 kegiatan kontrukse pembangunan Bandar Udara
Ketaping dimulai namun sampai =aat itu persetujusn lerbadap Stud
AMDAL Bandar Udara Ketaping belum  dutetapkan maka watuk
melakukan Pengelolaan dan Pemantavan hinghungan bedup, dijadias
Dokpmen Studi AMBPAL {REKL dan RPL) Bandar Udam Bame Kctlaping
vang sudah direview sebagai acuan.
Mengingal kepratan kontruksi pembangunan Bandar Udans Bara siskeh
dilaksanakan serta mendasann PP 27 Tabhun 1999 tanueeal 5 September
2007 Menteri Perhoubungan melalw surat Nomor LT 508706 A PHEB-
10



Ir.

202 mengajukan kembali kepada MENEG LH untuk penctapan |/
penuesahan terhadap Swdi AMDAL Bandar | /dara kKctaping
Dan pada tangeal 12 November 2002 melalus surat Nomor B-
GOIMENLH 12002 surat dari Mentenn  Perhubumgan  tersebut
ditanggap oleh KILH temang States AMDAL Bandara Ketaping vang
point penting surat e adalah mengingat kegiatan pra-komrukst dan
kontruksi pernbangunan Bandar Uidara Ketaping telah dilaksamiskan, maka
penetapan  kepulusan kelayakan lingkungan bagi rencana kegiaan
tersebut berdasarkan hasil studi AMDIAL memadi tidak relevan bags, dan
menvarankan pemilsk kegiatan  segera melakukan asdit lingkungan
dengan mengeunakan basil studi AMDAL tersebut schaga salah satu
sumber data.
Rekomendast dari KLH tersebut diaphikasikan olch pemrmakarsa dengan
melakukan audit lingkungan “sukarcla™ vang mana kegratan aedil
tersebut lebth ditujukan untuk mengevaluast apakah RK1L dan RPL yang
telah disusun dapat mengakomodi permasalaban lingkungan saat ini.
Pada tanaaal 17 dan |9 Desember 2002 dilakukan Sosiafisas: rerhadap
Studi AMDAL Bandar Udara Bare Ketaping, & Howel Pangeran b
Padang dan Hotel Nan Tongga di Partaman vang diprakasa edeh Dinas
Perhubungan Propinss Sumatera Bara
Pada  tanggal 24 Desember 2002 dengan surat  Nomor
66t 1554/ Hasdal/ BPDL-2002  Gubernur  Suwmatera Barat  memohon
kepada Menteri Perhubungan untuk dapat menghoosdinasikan masalah
status AMDAL Bandar Uidara Ketaping,
Tahun Angearan 2003 Provek Pengembangan Fasilias Bandar Lidara
Pusar Jakana, memprakarsai Audn Pengelolaan  dan Pemantaoan
Lingkungan Hidup Bandar Udara Ketaping sebagar penggant Studi
AMDAL Bandar Udara Baru Ketaping vang tidak valid lag untek
ditindak lanjuti dengan proses persetujuan.
Dalam  raneka  pelaksanaan pekenaan Swdi Penyusunan Auvdil
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkengan Hidup Bandar Udara Ketaping
dan  untuk  kelancarmn  pelaksanaan  pekerjaan  dimaksud,  Direktorat
Jenderal (Diren) Perhubungan Udars membentuk Panitia Pengarah dan
Ketompok Pendamping dengan melibatkan imstans: / unit kepa terkan,
Dan pada fapgeal 5 Agustus 2003, di ruang rapat “Amahai * Gedung
Karva Lantai 24 Direktorat Teknik Bandar Udara DEPHUB, dilakukan
rapat pembahasan Lapoman Pendabuloan Pekenaan Pemvusunan Audiy
Penpelolzan dan Pemantauan Lingkungan Bandar Udara Kelaping. Rapal
Pembahasan  tersebut  dihadini oleh  Kelompok  Pendamping vang
herjumlah 13 omng vang diketwai oleh Djoko Proambode, yang
angpotanya terdirs dan Wakal DEPHLUIB sehanyvak 7 orang dan ditambah 3
arang wakil dari instansi terkait seperti darn BAPEDALDA Propinsi
Sumbar, Wakil dari Bagian LH. dan dan Dinas Perhubungan Kabupaten
I



Padang Pariaman, Wakil Dae Danas Perhebungan Sumatera Baral. dan
dar PITLI

Tanggal L1516 Agustus 2003 Tim  Penyosun Studi melakukan
pembahasan  pekerjaan Audit  linghungun  berkoordinas:  dengan
BAPEDALDA Propinsi Sumatera Barat dan Pemenniah Kabupalen
Padang Panaman dan Provek Pengembangan Pelayanan Transportasi
tdara Sumatera Barat (P2T1E Sumbar).

Hasil Aundit Pengelolasn dan Pemaotavan Lingkungan Hidup Bandar
Udar: Baru Ketaping sudah diserabkan Dhhen Perhubengan Udara
DEPIHIUB kepada KLH guna dilakukan venfikasi oleh Tim Venfikas
sebelum ditetapkan / disahkan oleh Menteri Mepara Lingkongan Hidup,
10 September 2003,

Pada tanggal 11 Februar 2004, hasil audit Pengelotaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup vang dilakukan oleh pemrakarsa dibakas oleh Tim
Werthkast de K1LIL

Tangpal 2 Maret 2004, melalw surat Nomor B-974/DepiV-
$LHM3 2004, KLH menvampaikan hasil Ventikasr Audit Lingkungan
Bandar Udara Ketaping kepada Digen Perhebungan Udaa, DEPHURS,
vang mana hasil dar verifikasi awdit oleh KLH tersebut menvatakan
hahwa hasil audit tersebut perle diperhatks, dengan berkonsanias dengan
Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, Aedit hnghungan dilakukan
untuk  Sistim Manajemen  Lingkunsan  (SMLY  vanp  sudahb
dumplementasikan di lapangan, sedangkan untuk SML vang belum
dilaksanakan, wadit didakukar wntuk  mengevaluast apakah  aspek
lingkungan dan program kerja yang terdapat e dalam SML sudah
memadai untuk  dipergunakan sehagar acuan kerja pengelolaan dan
pemantavan fingkungan.

Semenjak  kontruks Pembangunan Bandar Udars Kelapimg  dsmudat
sampal  dengan  sekarang,  kegiatan  Pengelolaan  dan  Pemantavan
Lingkungan Fidup terus dilakukan demgan mengacy pada dokamen
kontrak dan  dokumen AMDAL (RKL-RPL) Bandar Udara Baru
K ctaping

Bila dilikat kronologis penerapan AMDAL Bandar Udara Ketaping 1m, dari
awal perncanaan (sebelum PP No. 27 Tahun 1999 ini fahir) Keputusan Refayakan
Lingkungan sudah duerbitkan olch Komisi AMDAL Pusat Sekior Perhubungan
densan bukti Surat Keputusan Mentest Perhubungan Nomor §I4SLTS05/5K019948.
Keputusan Kelavakan Lingkungan tersebut, trdak vahid Jag karena kendala anggaran
kegiatan tersebut belum ada realisasinya dari Jepang. dan ditambab lag dengan schab
aturan dar Pasal 15 PP nomor 51 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa kepulusan
kelavakan lngkungan hidup suatu usaha dan / atau kegiatan dinvatakan kadaluarsa
apabila rencana usata dan‘atau kegistan tersebut tdak ditaksanakan dalam jangka
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wakliu 3 (tiga) lahun sejak diterbitkannva Keputusan Kelavakan Lingkungan tersehut,
sehingea perlu diwlang kembali, atau pemrakarsa wapb mengajukar  kembah
permohonan perselujuan atas AMDAL, RKL dan RPL keglatan tersehut. Pada
pembahasan hasi] dokumen AMDAL vang di review kembali. tenadi Eendala dan
atau keterlambatan oleh Komast AMDAL Pusat Sekior Perhubungan dalam menifan
dan mensahkan dokumen AMDAL tersebut

Menurut Pasal 10 avat (1) PP No. 51 Fahun 1993, keputusan aias AMDAL,
kKL, dan RPL diberikan olch instansi vang berlangguny jawah selambat-lambaimyva
45 han sejak ditenmanya pengajuan AMDPAL, RKL, dan RPL. tetapt Komis
AMDAL Sektor Perhubungan untuk kegatan pembanpunan Bandar Udara Ketaping
g, lakan dalam melaksanakan tugasnya, sampal batas akhir peralihan PP Nomor 51
Tahun 1993 kepada PP Momor 27 Tahun 1999 1entang AMDAL, dimana Kewenangan
pengesahan dokumen AMDAL beralih kepada KLH.

Lehib fanput, dinvatakan Pasal 10 avat €20, dan avat (37 PP Nomor 31 Tahun
1993 Tentang AMDPAL berbunyi sebagai bertkut :

I. Apabila keputusan sebagaimana dimaksoed dalam ayat (1) berupa penolakan
karena dimilar helum memenuhi pedoman tekms analisis dampak linghungan
damnpak lingkunpan, rencana  pengelolaan bagkungan  dan  rencana
pemantauan hngkangan, maka keputusan atas perbwikan anahsis dampak
Hingkungan, repcana pengelolaan lingkungan dan rencana  pemantauan
lingkungan diberikan oleh nstansi yanp bertaogeunge jawab selambat-
lambateva 30 fega puleh § hare sejak diterimanya pengajuan kembali
perbatkan analisis dampak Iimghungan | rencanz pengelolian hngkangan
dan rencana pemantauan ingkungan

2. Apabtla dalam jangka wakio schapaimana dimaksud dalam ayat (1) dan aval
{2} instansy yang beranggung jawab belum memberikan keputusan, maka
terhadap analisis dampak hinghunpan, rencana pengelelaan hogkungan, dan

alas kekuatan PP o

Pada Pasal 10 avat (1), {2) dan avat (3% PP Nomor 31 Tahun 1993 diatas,
dapatl penubis zaris bawahi bahwa dalam avat (1) Pasal terscbut dinyatakan bahwa
jangka waktu vang dibertkan oleh nstansi yang  bertanggung  jawab  umtuk
mengeluarkan keputusan atas AMDAL sclambat-lambatnya adalah 45 (empat puluh
lima } had sejak dileoimanyva penimjuan dokumen AMDAL. Dan wakiu yang
diberikan tersebut, menurut pencliz dapat disclesaikan pendlaiaonya apabifa ditunjang
oleh kemampuan aparatur vang memjadi angeota Komsi Penlai AMDAL terscbut.

Menurot Pasal 10 avat (3) PP Nomor 51 Tabun 1995, vang menyatakan
bahwa apabila sudah lewat wakle sepenti di avat (1) dan (2) Pasal dimaksud belam

Lekuatan PP oani, Drar bunyi avat (3} Pasal 10 PP 31 Tahur 1993 fersebul. dapmt
penulis katakan bahwa bunyi Passl 10 ayvat (3) PP No. 51 Tahun 1993 itulah terletak
kelemahan dan dengan bunyy Pasal 10 avar {3} terscbut, pemrakarsa dapal sapa
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bersikeras bahwa dengan lewatnva jangka wakty yang telah ditetapkan, keputusan
AMDALnya telah diberikan persetujuan dengan kekuatan PP ini.

Ketentuan Pasal 10 avat (3) distas, konsebwensi vuridisnva adalah bahwa
dengan sudah lewal jangka wakte pemilatan AMDAL sepenti vany tercantum pada
Pasal 10 avat (1) dan (2} 1ersebut, maka dianggap telah disctujui tanpa diproses,
berarti tidak merupakan persctujuan secara tertulis olch pejabat vang  diberi
wewernang untuk menerbitkan keputusan AMDAL. Hal 1y akan memberi implikast
lentang  keberadaan Komisi AMDAL, dan denpan adanya ketentuan tersebut,
membeni peluang bagt pemrakarsa wnotuk memulal begiatan aopa tsau dengan
dampak negaot kegiatannya terhadap linghungan, hal i twentu banyak resiko tentang
bahaya mavpun kerugian vang dapat ditimbulkan akibat “keputusan “ scperti itu,
Implikasi lain yang diimbulkan dengan ketenuan dalam Pasal 10 aval 3 tersebut
adalah terhadap apakah jupa izin uwsaha | dan atau kegistan menjadi olomatis
diberikan tanpa persetujuan AMDAL secara tertubis 7 Kelemahan yang penulis temin
dalam ketentuan Pasal 10 avat 3 PP No. 51 Tahun 1993 terschut, juga penulis temui
dalam Pasal 20 PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL,

Bila kita hubungzan dengan bunyi Pasal 15 UU PLH vang mevatakan bahwa
“Sehap rencana usaba danatan kegiatan vang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap hingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL, menurst penulis vang
patut digarisbawahidari bunvi Pasal tersebut adalah “wajib memiliki AMDAL"
adalah kurang tegas secara hukum, vang seharusnya febih dipertegas dengan kata-
Lﬂ[ﬂ vaitu “wajib memtliki AMDAL vang telah disetujui secara tertulis olch instansi

atyr benwvenang™

Menurst Pasal 39 PP Nomor 27 Tabhun 1999 dinvatakan bahwa -
pemifan suatu usaha dan |/ alau kegiatan vang pads saa diberlakukannva PP 27
Tahun Y999 im, sedang dalam proses pemilaian oleh Komist Penilai AMDAL vang
hersanghutan, atzu sudal diagukan kepada mstansi yang membidangi usaha dan atau
Regiatan yang bersanghutan, tetap diulal oleh Komist Pemilai instansi vamg
bersangkutan dan harus selesa paling lambat & (enam) bulan sejak PP MNomor 27
Tabun 19949 151 berlaku cfcktif. Bila kita analisis Pasal 42 PP Nomor 27 Tahun 1999,
vang menyatakan babwa PP am mulai berlaku efeknt” 18 (delapan belas) bulan sejak
tanggal diundangkan vaiu tangeal 7 Mea 1999, yang berarti efektifnva PP i adalah
MNopember fahun 20000 Dan bila ko kaitkan Pasal 3% PP Nomar 27 Tahun 1900
ciatas, dapat kita jabarkan bahwa penilaian dan pengesshan dokumen AMDAL
Bandar Udara ketaping, masik oleh Komist AMDAL Pusat Sektor Perhubungan dan
batas akhir pemilaiannya 6 (cnam ) bulan sejak PP 27 Tahun 1999 berlaku efekiif
vang berarti 6 bulan sejak bulan Nopember 2000 yaitu Mei Tabun 2001,

Batas akhir vany diamanatkan oleh Pasal 39 dan Pasal 42 PP 27 Tahun 1999
dsaras yaitu 7 Mei Tahun 2001 tidak lerealisasi sesual denvan vane: distur dalam Pasal
dimaksud, vang mana pengesahan dokumen AMIDAL Bandar Udara Ketaping masih
belum gugra disetujun atau disahkan oleh Komisi AMDAL Pusat Sektor Perhubungan,
DEPHUB. Dengan kata lain,  dapat dkatakan bahwa sampai batas skhir vang
ditentukan oleh PP Nomor 27 Tahun 1999 diatas, untuk pengesaban dokumen
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AMDAL Ketaping, pihak Komisi AMDAL Pusat Sekior Perhubungan telah gapal
dar lalai melaksanakan tugas dalam menilai dokumen AMDAL Bandar Lidara
ketaping apakah sudah bisa dianggap memenuhi kriteria menurut ketentisn peraturan
vang mengaturnya dan dhanggap sudah layak Tingkungan |

setelah Romist AMDAL Pusat Sektor Perbubungan gagal melaksanakan
lugasnya sampal batas akhir vang ditetapkan PP 27 Tabun 1999, selanjutnva
dokumen AMDAL Bandar Udare Kelaping tersebur diserahkan oleh  Komis
AMDAL Pusat Sektor Perhubungan DEPHUB kepada pibak KLH untuk dilanjutkan
proses penilmannya dan persetujuannve: Kalan kita bhat dart kronologis proses
persetyjuan AMDAL  vang telab  diurmkan oleh Bapak Guritno dar Diren
Perhubungan Udara DEFPHUB diatas, batas akhir kewenangan Komisi Sekior
Perhubungan dengan diserahkannyva dokumen AMDAL kepada pihak KLH vaitu
tanggal T Mer 2001

Berdasarkan pembahasan Kronologis penetapan prosedur AMIPAL Bandar
Udara Ketaping tersebut, dapat penulis simpulkan, Provek Pembangunan Bandar
Udara Fetaping dilaksanakan tanpa pengesahan dokumen AMDAL VANE Mempunyai
kekustan hukum, padahal AMDAL adatah instrumen pengelolaan hinpkungan vang
Wapb dierapkan pemrakarsa kematan pada wakio perencansan, dan dokumen
AMDAL wvang telab disahkan merupakan salah satu syaral dakam pemberian izin
renyelenggaraan Kepratan, Schingsa dengan cara ini, provek-provek pembangienun
dapat disaring scherapa jauh dampaknva terhadap linghkunpan sekaligus  dapat
memberi masukan bagi upava-upaya untuk meningkatkan dampak positit dart provek
tersebut, Menurut Penulis, penilaian dokumen AMDAL baik ity oleh Komis
AMDAL Pusar Sekior Perhubungan mavpun oleh KI1LH, kedua institusi tersebut telah
mempunval lenggang wakin yang cukup lama untuk melaksanakan tugasaya vaio
menilar dan mensahkan dokumen AMDAL sebelum kontruksi dilaksanakan (hal 11w
susual dengan peraturan perundang-undangan vanyg mengatur tentang AMIPAL vaitu
Pasal 15 UL Namor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP
Nomor 27 Tahan 1999 Tentang AMDAL.

Berdasarkan penelitian dapat dikatakan bahwa penerapan prosedur AMDATL
pembanpunan Bandar Udars Ketaping tidak sesuai seperti vang diatur dalam
Ketentuan yang mengaturnya vaitu ketentuan Pasal 15 UL No 23 Tahun 1997 dan
Pasal 7 ayar (1) PP No. 27 Tahun 1999 Ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannva sudah jelas dinyatakan dalam
Pasal 15 ULE PLH bahwa setiap rencana usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL dan
bila kita kaithan dengan bunyi Pasal 7 avat (1) PP 27 Tahun 1999 vang menyatakan
paiwa AMDAL merupakan svarat vang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin
melakukakan kepiatan vang diterbitkan vleh pejabat vang berwenang.

Untuk petaksanaan pembangunan Bandar Udara Ketaping i, jelas kepiatan
tersebut  memenuhi kriteria seperti yang diatur KEP MEN LH Nomor |7 Tahun
2001, tentang Jenis usaha dan atau kegiatan vang Wajib AMDAL, dan dalam
pelaksanaanya jelas menimbulkan  dampak besar dan penting terhadap lingkungan
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hidup. sehingegs dokumen AMDAL vang telah disetujur oleh pejabat vanp berwenang
adalah merupakan syarat yang wajib dimilikn oleh pemnrakarsa provek Pembangunan
Bandar Udara Ketaping. dimana dokumen yang telah disyahkan tersebut untuk
memperoleh izin melakukan kegiatan dimaksud. Namun kenyataannya dokumen
AMOAL belum disabkan sedanskan izin pelaksanaan kontrukss sudah diberikan.

Berdasarkan pembahasan fentang penerapan AMDAL pembangunan Bandar
Uidara Ketaping di atas, dapat distmpulkan bahwa perserujuan dokomen AMDAL
tidak terintegrasi dalam memperoieh 1zin melakukan kegistan dimaksud, hal itu
sesumi kerangka teoritis dari tesis ini, yaitu hasil pepelivan dan eviluast Dobersiem
11997} dan EMDI (1994, babwa proses AMDAL di Indonesta semibiks beberapa
Lelemahan salah satunva adaizh bahwa AMDAL belum sepenubnya terintegras:
dalm proses perizinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingpa tidak terdapat
kejelasan, apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atas menyetujul satu
rencana kegialan pembangunan

7. Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Proses Penerapan AMDAL
dalam pembangunan Bandar Udara Ketaping

Masalgh-masalah lingkunean dan ckonomi terkait dengan banyak faktor
sosial dan politik, Dapar dikatakan bahwa distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam
masvarakat terletak pada seberapa banyak lantangan lingkungan dan pembangunan.
Pengelala lingkungan bizsanya dapat merumuskin perspalan lingkungan scoara
biologis dan teknis secam efektif, Mercka basanya tidak terlalu berhusil dalam
menphadapi aspek-aspek sosial dan polink dalam peneelolaan linghungan. Dan
sinilah pendekatan haru harus disenakan. yaitu partisipasi lokal dalam pengambulan
kepulusan '

2.1. Sosialisasi AMDAL Bandar Udara Ketaping

Dirjen Perhubungan Udara, DEFHUEB dengan berkoordinasi denpan Dinas
Perhubungan Propinsi Sumatera Baral seria Pemda Kabupaten Padang Partaman,
pada waktu kontruksi sedang bertangsung, mengadakan kegiatan Sosizlisasi AMIDAL
selama 2 hari { tangeal 17 Desember dan 19 Desember 20021 vang dimaksudkan
untuk  menjaring  aspirast  masyarakat  yang  terkena dampak pelaksanaan
pembangunan Bandar Udara Ketaping, dengan melibatkan unsur-unsur terkait
Sosinlisasi terschut, tidak dikadini oleh warga masyarakat vang terkena dampak,
nadahal sasaran utama sosialisasi tersebut adalab masyarakat & sekitar kawasan
lokasi Bandar Udara Ketaping, karena yang mengetabu) su-isu lngkungan dan
informasi keadasn limpkungan kawasan tersebut secara detail fentu masyarakal di
sekitar kawasan tersebut. Sosialisasi tersebut dihadin oleh para sumber dan instansi
atau unsur terkait dan aparat Pemda Propinsi dan Kabupaten Padang Panaman.
rermasuk Wah Nagan Retaping.

" Bruce Milchell & B Setiawan, Dwita Hadi Rahmi, 20080, op <0, hil 200
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Menurut Wali Magart Ketaping, ™ dalam rangka menjaring aspirasi,
pendapat, saran, masukan dan masyarakat memang sudah dilaksanakan pemrakarsa,
tetapl hasil dan sosialisasi tersebut helum menyentuh sccara langsung kemasyarakat
vang berkepentingan karena sosialisast AMDAL tersebur dilaksamakan i Hotel
Pangeran di Padane dan Hedel Man Tongga & Pamaman. Padahal sasaran utama
sosialisast AMDAL tersebul adalah dalam upaya menjaring aspirasi masvarakat
terhadap dampak lingkungan vang terjadr akihat pelaksansan pembanpunan Bandar
Udara Ketaping, sehingga dengan fenanngnve aspirasi, masckan dari masvarakat
tersebut, depatl diantisipast dan dicankan solusi teebatk mengatasinya, Seharusnya
sosialisasi tersebut diadakan di tempat sekitar kawasan lokasi proyek sehingga
masyarakal vang terkena dampak langsung bisg ikt dilibatkan dan penjaringan
aspirasi masvarakal dapat lebeh efekn?

Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Walinagan Ketapang memsamparkan
keluhan dampak lingkungan vang dirasakan masyarakat ketaping akibar pelaksanzan
pembangunan Bandar Udara Ketaping. Bila terjadi hujan beberapa han saja otomatis
musyarakat di sekitar lokasi proyek akan menerima akibatmva vaitu terjadi banjic
vang mengakibatkan sawsh-sawah tergenang vang tentu saga bhal la mersgikan
masyatakat di sekitar kawasan tersebut. Hal e dikarenakan karena dulunva persis
dilokasi tempal dibangannya Bundar Udara Ketaping tersebut, di fokasi ersebut
adalab kawasan resapan air. Dengan adanva pembangunan bandar udara terscbot
otomatis terjadi perubahan fungs laban vang bagaimanapun tenty harus dicarikan
solusmva,

Daenpak lamnnys vang dirasakan masyarakat ketaping adalab hutan rusak
dan habis, vang dulunva dapat menverap wir hujan scharang selurubh air bujan
langsung hanyutl memgu muara sungai. Akibatnva sungas Talao Bungo wk mampu
menampung  wit hwjan, meluap, dan diambah lage adanya penyempitan dan
pendangkalan di hihr susga: Keadaan i diperparah lagi dengan beriemunrya muara
dua sungar varlu Sungai Batang Anai dan Sumear Batang Kandis, Dramase vang
dibuat oleh pihak provek, hanva dramase untuk mengantsipasi luapan air di lokasi
proyek lerscbut saja. Scharusmya pembangunan Bandar Ukdara Ketlaping tersebut
harus  dilengkap  dengan  sistim drainase  terpadu. Dampak  lingkungan  yang
tikemukakan Walinagari Ketaping tersebut menurat penuhs harus dinndak lanjuti
olch pemrakarsa provek, tetapi setelah dikonfirmasikan kepada Walinagari Fetaping
sampal detk ini, pembangunan drainase untuk mengantisipasi dampak lingkengan
tersebut belum ada realisasinya.

2.2, Hasil Jawaban Responden fentang AMDAL Bandar Udara Ketaping
dian Keterlibatan Masyarakat dalam proses penvusunan AMDAL.
Responden penelian im adalah masyarakat vang terkena langsung dampak
lingkungan vang diakibatkan oleh pembangunan Bandar Udara Ketaping, vt

" Yuni Helmi, Wali Nagari Ketaping



masyarakat Mapari Ketaping. Penduduk Nagan Ketaping adalah H0 78U orang vang
terdiri dart 5413 orang laki-laki dan 5367 orang perempuean, vang tersebar de 6
Korong vaitu Korong Talao Mundam, Korong Batang Sarik, horong Simpang,
Korong Olo Bangau. Korong Pauh, dan horeng Mirgntih, Jumlah responden
penelitian adalah 250 orang. dikarenakan karena penulis mengambil responden dan
2.4 % dari jumlah Kepala Keluarga, Pemiliban responden diambil secara acak dan
berbagai kelompok umur yang produktif sampan kelompok umur vang tua yaiu dari
kelompok umur 25 sampat umur 63 Hal it dimaksedkan penulrs untuk melihat
pendapat dan jawahan responden dart berbagar kalangan dan peke rjazn.

Berikut ini penulis gambarkan Tabel 2, 3 dan 4 vaitu Tabel tentang
Komposisi Responden dari Kelompok Umur, Kelompok Pendidikan dan dani
Kelompok Pekerjaan, vaitu sebaga berkut -

Tabel 2 : Kompaosisi Responden Meaurut Kelompok Umur

n= 23
Nomor Umur Jumbah Persentase (o) 1
1. 25— 35 Tahun 1{H} : a0 |
ol 36 - 45 Tahun 0 21 :
3. 46 — 55 Tahun 3D 20
L4 | 56 — 65 Tahun = N il
Jumlih : 250 . 1Y

Tabel 3 : Komposisi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

n~ 250
| Nomor | Peadidikan ; Jumlah | Pﬂ.:m[;_tasé-l{fijr_Li
T il 8D 40 16 l
I SMP 75 30
3| SMA fas -l |
4. Sarjanas — 4 1 4
| Jumlah | : 25 104)
Tabel 4 ; Komposisi Responden Menurut Jeais Pelerjaan
n 250
. Nomor Pekerjaan Jumlah | Persentase] %)
.| Wiraswasta | 100 40
2, , Tani o S0 i 24
3. | Pemawai Swasta 25 I i
4. ' Nelayan S0 20
K Guru { PNS 25 I 1
Jumlah | 250 | 100
Sumber ¢ Hasil Pensolaban Data Primer
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Bily dilibat Tabel 2. 3, dan 4 terlthat Komposisi responden dan Kelompok
umur, dapat penulis katakan bahwa dari jumlah responden yang berjumiah 250 orang
respanden. jumlish kelompok umusnya didowninasi oleh kelompak umur 25 tahun - 33
tahun vaitu sebanvak 00 orang (40 %), Dan komposisi terscbut dapar dikatakan
balwa komposist umur responden didoevinasi oleh kelompak uraur produkuf Hal it
dapal memberikan keuntungan kepada hasil jawabannyva nontimya karena kita dapat
menjaring pendapat ataw opini responden yang masih produktif, sehingga penjanngan
informasinya dapat lebih mandin dan mandine dalam menentukan pendapal sehingga
data yang didapatkarn seperti vang diharapkan

Bila dilikat Tabe! 3. temtang Komposisi Responden dan kelompok
Pendidikan dapat penulis katakan bahwa tingkat pendidikan responden adalah tingkat
ShIA vaitu berjumdah 123 atau 50 % . dan tingkat 5D sejumlah 40 orang ( 16 %) dan
jumlah responden dan tingkat SME berfumlsh 75 orang (30 %), dan terakhir 1ingkat
Sarjana hanyva berjumlah 10 ermng (4 %a) . Dan data tersebut dapat digarisbawahi
hahwa tingkat pendidikan responden hampir sehanding antara tingkat pendidikan
SMA dan SMP Dan untuk tngkal saggana sangat sedikil sekale jumiahmva. Hal u
memben kesan pada kita babwa populasi di Magar Ketaping masih banyak yang
tingkat pendidikannya hanya S0,

Fabel 4. vang menpeambarksn komposisi responden dari kelompok
pekerjaan, dapat dikatakan beragam saiu dan didominast oleh wiraswasia yakn
sehanyak 100 orang (40 %), Tani 50 orang (20 %), nelayan 50 orang {20 %),
Pegawai swasta 25 orang (10 %), Guru / PNS hanya 25 orang (10 %) Dar ketiga
tabel tersebut (Tabel 2.3, dan 4) dapat disimpuikan komposisi responden didominass
oleh kelompok wmur produktif, dengan tingkat pendidikan didominasi tingkat
pendidikan ShA dan pekernaan didominasi oleh wiraswasia,

Terikut ini dapat kita ihar Tabel 5, 6 yang mengeambarkan opirn atau
pendapat responden terhadap penerapan AMDAL Bandara Ketaping dan Tabal 6
tentang peranserta masyarakal ketaping dalam proses AMDAL Bandara Ketaping,
sebagal bertkut

Tabel 5 - Tingkat Pengetahuan Responden Tentang

| [ [ | Mengetahie rencam Mengetishui
M “ama i fumizh ! pembangunan " G Po.um. Bandarn |
B O cE | Responden | Bandara Ketapimg 'ibnt::l:?;;l_“ o Relaping Wapb |

. a : jurang) [ Frekwensn) [ L | WMDAL
' | { : {Frekowensi) ¢ Frekwensi) |
I [ " Tahw | Tidak | Tahu | Tde |
_____ E 4|_ S el P ' | |

|| Talac Mundam | a7 [ 97 N (5« O G il ; 17
; H i =1 t .

2 | Cdo Bangao £5 | ] = 55 - | 54 1
5| Paub 50 | 46 4 % | 4 & | 7 |




4 | Simpang ) s e T N i 37 3 |

3. Batang Sarik | 11 | 11 = 1} B § g 3

& | Merantih 1 11 = ] 2 10 |
Jumlzh 50 | 242 2 | g | 3 222 T

 Sumber: Hasil presigolalian data primer

Tabel & : Pendapat Responden tentang Peranserta Masyarakat
Ketaping  dalam  Peperapan  Prosedur AMDAL
Bandar Udara Ketaping

|  Pomabdibermahy | Diben
_ M| Mot fumlah Pemcls tentang | kesempatan Whgctila s naiti
o Korong Hespomber | pemAIsUnan | wmemben saran, | roecasakel o I
forang) | AMDAL Bandara | pendapar | Silibwkan i
Kesaping rErelriane Frebwensip |
[ Frekwensi) : (Frehwensis ] |
sl I
Fenah | Tdk [ ¥a [ Tdk [Fda  [7T&
| | R .y
Lo | Talao Mundam | uz 36 - 1 B R0 I iz 1 RS
L — | o | _—
2. | Olo Banga 45 [ E 5 | - 55 .| - 3%
3. | Pauh 1 50 & | 44 | 33 17 | 30 20
4 [Smpang | 26 | 10 | 1& 4 | 12 [ 15
5| ButangSarik : 11 3 £ E) g I 10
& | Merantih I - = o 3 T 4
L lumlah i 230 | a3 204 3 | 192 128 | 139

Sumber ; Hasil pengadahan data primer

L KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
A, Secara vundis prosedur penerapan AMDAL Bandar Ldara Ketaping tidak

sesum dengan ketenuan dalam Pasal 15 UL PLH dan Pasal 7 avat (1) PP
No. 27 Tahue 1999 Teptang AMDAL. Prosedur penerapan AMDAL
Bandar Udara Ketaping dalam pelaksanaanva secara proseduralova belum
sepenuhnya diterapkan sesual dengan aturan yvang berlaku { Pasal 14 s/d 23
PP Momor 27 Tahon 1999 Tentang AMIDAL),

b. Pelaksanaan peranserta masyarakat dalam Proses AMDAL Bandar Udara
Ketaping, dalam pelaksanaannyva sudab diteraphan oleh pemrakarsa dalam
bentuk kegiatan Sosialisast AMDAL Bandar Udara Ketaping, vang diadakan
pada saal hontrukss sedang  dilaksanakan, yang  seharasnya peransera
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masvarakat dalam proses AMDAL menuwrat peraturan adalah  scebelum
kontruksi dilaksanakan,  Bentuk peranserta masyarakat dalam sosialisasi
tersehut adalah pemberian masukan tentang informasi ingkungan dan ise-isu
lingkungan vang sedanp dihadapi masvarakat serta pemberian saran dan
usuian dalam  mengantisipasi  dampak  negatif  lingkungan  akibat
pembangunan Bandara Ketaping. Menumn penelitian penulis hasil sosialisas
tersebut belum optimal dan belum menyentuh secara langsung ke masyvarakat
vang berkepentingsan,

2. Saran

a. Dalam hal pembansunan vang dampaknya langsung akan mehibathan
masyarakat sekitarnya haruslah sesual dengan peraturan AMDAL supava
pengawasan terhadap Iingkungan hidup oleh pemerintah dan masyarakat
selaly terjaga, Untuk cfcktifiya penerapan AMIDAL dan suatu Kegatan
vang  wajib AMDAL, perlu  kesmerjian  koordingsi  pengawasan
Lingkungan Hidup oleh Pemerintah dan masvarakat {pemberdayaan
peranserta masyarakat) dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak
lingkungan, sehingga  AMDAL  dapat mendorong  terwujudnya
pembangunan berkelanjulan dan berwawasan lingkungan

b.  Pemenntah dalam melaksanakan fungsimva sebagal pengawas  dan
pengendali dampak lingkungan, fungsi koordinasi dan fungs: pengelolaan
dan pemantavan  lingkungan hidup  serta dalam menerapkan  dan
mencgakkan  aturan-ateran hokum lingkunpan supaya lebih
mengoptimalkan kineganya  dan lebih pro aktt menyikapi scgala
persoalan lingkungan, dan lebih membenkan perhatian vang betub-betul
memihak kepada kepentingan masyarakatl.



